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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris Menurut Pengurus
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan
masalah yaitu: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan
kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDIlI Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme
penentuan kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang (PC) LDIlI Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa data
yang dianalisis adalah berupa paparan kata-kata dan deskripsi keadaan bukan
angka, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan.,, maka teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara disini adalah dengan
tokoh-tokoh Pengurus Cabang LDIlI Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian data yang dikumpulkan diuraikan menggunakan teknik deskriptif
analisis dengan pola deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Cabang LDII Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo menetapkan kriteria ahli waris sebagai anggota LDII
adalah menetapkan kriteria ahli waris menurut keanggotaan LDII sebagai syarat
atau kriteria seseorang menjadi ahli waris. Perbedaan yang terlihat disini adalah
dalam menentukan murtad dan kafir, dimana menurut LDII apabila orang yang
keluar dari LDIIl, maka orang tersebut dianggap murtad. Selanjutnya apabila
mereka murtad, maka mereka tergolong kafir dan tidak berhak untuk
mendapatkan waris dari anggota LDII., akan tetapi dalam hukum Islam murtad
adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi apabila hanya keluar dari
organisasi masyarakat maka tidak diaggap murtad dan masih berhak untuk
mendapatkan waris.

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini adalah: kriteria ahli waris menurut
Pengurus Cabang LDIlI Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berbasis pada
keanggotaanya sendiri. Apabila ada orang yang keluar dari LDII, tidak lagi
memenuhi Kkriteria ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keanggotaan
LDII. Menganalisis dari hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang dipakai
di Negara Indonesia., dimana ketentuan kriteria ahli waris yang mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang
hukum., maka ahli waris tersebut berhak untuk mendapatkan waris. Jadi, alangkah
lebih baiknya permasalahan ini dikembalikan kepada pemerintahan yang sudah
jelas mengatur dalam permasalahan kriteri ahli waris dalam kewarisan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua
tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya,
terutama orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam
arti lingkungan.

Islam mengatur pembagian warisan secara adil melalui aturan-aturan yang
ada dalam Alquran. Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam
adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun sumber hukum Islam yang
berhubungan dengan masalah mawaris antara lain:*

Firman Allah Swit:

z 9 2 2 320 4% g0 &« @
Logiis Lawad 35 31 ae J8 8

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan

kerabatnya, dan bagi orang wanita juga mempunyai hak bagian dari harta

peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

bagian yang telah ditetapkan”.(QS. An-Nisa’:7).?

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan tentang pengertian
hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a), adalah hukum yang mengatur

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

! Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 3.
? Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara.
2007), 79.



menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.’

Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, agar
perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial
yang ada di Indonesia diformulasikan kembali. Kebutuhan kontemporer
berdasarkan tuntunan sosial, pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih
kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan
kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.* Dalam hukum waris Islam
terdapat 3 unsur yaitu:”

1. Pewaris, adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu
yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

2. Ahli waris, adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai
hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau
hubungan yang lainnya.

3. Warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia,
baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta
(tirkah) peninggalan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi
dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan

* Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 53.
* Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam(Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 79.
> Suhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 35.



Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak yaitu,
perkawinan, kewarisan dan perwakafan. °

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah seseorang yang
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, atau
hubungan sebab perkawinan. Di dalam Alquran di jelaskan dalam Surah An-Nisa’

ayat 12 yang berbunyi:’

55 G i (K16 g 58 0 b6 Mg 5b 18 & 28 855 1 L (K
RO SR R R AV \;;‘éj‘_,..;j\uwy Lol AR5 e
S 8 g 45 B8 Gy s W'ﬂywﬁwcf«{?“ﬁ‘&éﬁﬁj
;K}app;ﬂ:w;\\y\fu\s M\L&é.a.\r\jj&bwfj Cf’gﬁ}a

pé’;eléw‘jé“‘wiﬂ’jjwﬁu"’ﬁ‘“u"j‘i"ﬁ"ﬁ'\”u‘“‘@‘

3
;

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Penyantun.” (Surat An-Nisa’:12).

Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat

mewarisi harta peninggalan pewarisnya, di dalam pasal 173 telah terpenuhi,

® Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 25.
’ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya...,55



karena ada ahlli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dan ada juga

yang hubungannya lebih jauh dari pewaris. Dalam hal ini, para ahli waris harus

mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan-urutan penerimaan harta

warisan sering kali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang

hubungannya dekat dengan pewaris tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris.

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:®

1. Ahli waris nasab, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul
karena hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan
kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

2. Ahli waris sebab, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu,
seperti perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan
yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi  dua
golongan vyaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan apabila
ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris  terbagi menjadi tiga
golongan, vaitu dhawil al furid, as abah, dhawil Arham.®

Alguran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian
yang harus diterima semua di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap
pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman,cucu, atau
bahkan sebatas saudara seayah atau seibu. Dalam ilmu waris bukan hanya dikenal

adanya aturan siapa saja yang berhak mendapat warisan, ada juga hal yang

# Suparman Usman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),
63-65.
® Ibid., 67.



membuat seseorang yang mendapatkan warisan haknya menjadi hilang atau
gugur, sehingga orang tersebut tidak bisa menerima warisan. Selain itu ada juga
seseorang yang seharusnya mendapat warisan namun ia terhalang karena ada
orang lain yang berhak mendapat warisan tersebut.°

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak
organisasi ke Islaman yang muncul diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII). LDII didirikan oleh H.Nur Hasan Ubaidah pada tahun 1951
yang pada awalnya bernama Darul Hadis atau Islam Jama’ah.** LDII merupakan
nama baru dari sebuah organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan
nama, yakni dari Islam Jama’ah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia
(LEMKARI), kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jama’ah
merupakan sebuah aliran atau Lembaga kemasyarakatan yang berada dibawah
pimpinan seorang amir atau Imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber
ajaran bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai dengan kepercayaa yang dianut,
dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.*?

Islam Jama’ah merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif.
Anggota dari kelompok ini terkenal tidak bisa bekerja sama dengan kelompok lain
yang tidak sealiran, itu sebabnya mereka kurang bersifat terbuka dan kurang mau
menerima pemikiran dari luar. Akan tetapi setelah berubah menjadi LDII,
organisasi ini menjadi inklusif dimana mereka hanya memberikan pandangan baru

bukan dengan membuat ajaran-ajaran yang baru dan membuang yang lama.

10 sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 68.

! Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002),
73.

12 Abuddin Nata,Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2001), 42.



Selanjutnya, adapun hasil wawancara dari Bapak Sofyan seclaku jama’ah
LDII desa Medaeng bahwa yang menjadi kriteria ahli waris menurut LDII adalah,
“bahwa syarat untuk menjadi ahli waris dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo ada perbedaan dengan hukum
Islam. Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIlI) desa Medaeng
Kecamatan Waru Sidoarjo, apabila pewaris meninggal dunia tidak boleh
mewarisi harta peninggalannya, walaupun yang mewarisi orang tuanya, karena
hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) desa Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo menganggap bahwa orang yang
keluar dari jama’ah ini maka akan dianggap murtad (kafir) dan tidak berhak
mendapatkan warisan dari orang tuanya, apabila orang tuanya mengikut jama’ah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).*

Dari uraian diatas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam buku Il tentang hukum kewarisan dalam pasal 171 (c)
dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. **

Adapun perbedaan yang paling mendasar dari ajaran LDII yakni anak yang
keluar dari jama’ah LDII tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya yang

jama’ah LDII. Berbeda dengan hukum Islam yang mana anak kandung berhak

13 Baihagi, Wawancara, Sidoarjo, 30 September 2018.
1% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana 1996), 196.



mendapatkan waris dari orang tua nasabnya, kecuali anak tidak bisa mendapatkan
waris apabila terhalang menurut hukum yang berlaku.™

Penelitian awal yang dilakukan oleh Penulis kepada salah satu jamaah LDII
mendapatkan sebuah pandangan bahwa yang dimaksud kafir dalam LDII adalah
orang yang keluar dari LDII dan melanggar baiat yaitu janji setia.'® Berdasarkan

hadis Nabi mengenai baiat yakni sebagai berikut:

obr o (B Pph B e G G S g 8y B G G AT s
Bud 356 o olog 6l Lo o Jstg QW6 53 41 28 Ok 5 Wi 3
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah
menceritakan kepada kami Zuhair dan Abu Bakr bin Ayyasy dan Mandal dari
Mutharrif dari Abu Jahm dari Khalid bin Wahban dari Abu Dzar ia berkata,
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang meninggalkan
jamaah meskipun hanya satu jengkal, sungguh ia telah melepas ikatan Islam
dari lehernya.” (HR. Abu Dawud No.4131)*

Dalam hal ini kriteria beda agama menurut LDII adalah berpedoman pada
baiat. Baiat secara istilah adalah berjanji untuk taat. Orang yang berbaiat
memberikan perjajian kepada amir (Imamnya) untuk menerima pandangan
tentang masalah dirinya, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya
untuk melaksanakan segala perintah. Apabila seseorang keluar dari jamaah LDII

maka dia dianggap melaggar isi perjanjian dari baiat tersebut dan tergolong orang

yang murtad.'®

1> Baihagi, Wawancara, Sidoarjo, 30 September 2018

16 Bashori, Wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober 2018.

Y Imam Abu Dawud as-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 90.
18 Bashori, wawancara, Sidoarjo, 20 Oktober 2018.



Berbeda dengan hukum Islam yang menjelaskan orang yang beda agama
atau murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan secara otomatis

menjadi penghalangnya waris. Diperkuat oleh hadis Nabi yang berbunyi:

Qs (i g ad Jf b o) (I8 (B QU I 1 it ) 1F e gl LIS
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“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari lbnu Juraij dari Ibnu
Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid
radliallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Orang
muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang
muslim.”(HR. Bukhari No. 6267)"°
Berdasarkan permasalahan diatas, adanya perbedaan dalam kriteria ahli
waris menurut hukum Islam dan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam
Indoneia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka Penulis terdorong
untuk melakukan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan

hukum Islam dan pandangan Pengurus Cabang Lembaga Dakwah Islam Indoneia

(LD Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Kriteria Ahli Waris
Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDI11) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

' Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Mesir: Dar al Hadits, 1997), 177.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. ldentifikasi masalah
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang mekanisme
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten

Sidoarjo yang di analisis menggunakan hukum Islam. Oleh karena itu, dari

uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah dalam

penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Hukum kewarisan Islam terhadap kriteria ahli waris

b. Syarat dan rukun ahli warisdalam Islam

c. Kriteria ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

d. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIl) Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

e. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme Penentuan Kriteria ahli waris
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

2. Batasan masalah
Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas
dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut

ini:
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a. Mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus
Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIl) Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo

b. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam

Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan masalah
Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, Penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan Kriteria ahli waris menurut Pengurus Cabang
(PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan Kkriteria ahli waris
menurut Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan
gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang
mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada
pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah

sebagai berikut:
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1. Skripsi yang ditulis, Dariy Dzohfron pada tahun 2017 (Mahasiswa Universitas
Brawijaya Malang) dengan judul “Identifikasi Maqashid Syari’ah pada
Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia
di Kota Malalng)”.20

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada
penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria
ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya Penulis mendeskripsikan pembagian
waris dalam Magqashid Syariah. Dalam pembagian waris di LDIl Kota Malang
berbeda dengan di LDII Sidoarjo, yang mana di LDIl Kota Malang
membolehkan anggota LDII mewarisi hartanya kepada non LDII dengan
alasan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan LDII Sidoarjo tidak
memperbolehkan anggota LDII mewarisi orang non LDII karena alasan belum
dibaiat dan tergolong murtad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitian Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII).

2. Skripsi yang ditulis, Nana Lutfiana pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan
Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan
Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor:
0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”.**Penelitian yang dilakukan Nana Lutfiana tentang

penolakan penetapan ahli waris.

20 Dariy Dzohfron, “Identifikasi Maqashid Syari’ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada
Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”, (Skripsi—Universitas Brawijaya,
Malang:2017).

2! Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan

Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel,

Surabaya:2017).
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Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada
penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria
ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan penolakan
penetapan ahli waris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah dalam kriteria menetapkan ahli waris.

3. Skripsi yang ditulis, Umar Kadafi Amarulloh pada tahun 2009 (Mahasiswa
UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan
Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”.?* Penelitian yang dilakukan Umar
Kafadi Amarulloh tentang kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada
penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria
ahli waris, sedangkan Peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan pembagian
waris terhadap kebiasaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan
dan penelitian terhadap suatu masyarakat.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat
berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam
objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang
di pakek berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah sebagai berikut:

2 Umar Kadafi Amarulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam
Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”, (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya:2009).
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1. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah mekanisme penentuan
kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDIlI Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan Kkriteria ahli waris menurut
pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan
kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan

Waru Kabupaten Sidoarjo.

. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih  khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan mekanisme penentuan kriteria ahli waris dalam kewarisan
LDIl Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hasil penelitian ini dapat
dijadikan acuan bagi Peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu

saat nanti.?®

2% Wiratno Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56
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Kegunaan Praktis

Secara praktis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis
hukum Islam terhadap mekanisme penentuan Kkriteria ahli waris menurut
pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,
sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara adil

dan benar sesuai tuntunan syariah.**

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme

Penentuan Kriteria Ahli Waris Menurut Pandangan Pengurus Cabang (PC)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIl) Kecamatan Waru Kabupaten

Sidoarjo”, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari

kesalahfahaman, maka Penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai

istilah-istilah berikut:

1.

Hukum Islam: hukum Islam disini adalah pendapat para ulama tentang
ketentuan ahli waris yang di ambil dari Kompilasi Hukum Islam buku II
kewarisan pasal 171-175 mengenai kriteria ahli waris.

Kriteria Ahli Waris: kriteria ahli waris yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah sebuah persyaratan ahli waris bagaimana yang berhak untuk

mendapatkan waris.

? 1bid., 58.
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3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LD tingkat cabang Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah
organisasi yang sudah memiliki sikap mendorong untuk kerjasama dengan
masyarakat yang lain ataupun yang non LDII, meskipun Pengurus Cabang
LDIlI Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memiliki cara pandang yang
berbeda dengan organisasi lainnya, khususnya cara memandang dalam
menentukan Kkriteria ahli waris khususnya pengurus yang membidangi agama
dan dakwah dalam struktur oganisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo.

H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.? Adapun data yang
diperlukan dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan permasalahan diatas, data pokok yang dikumpulkan dalam
penelitian adalah data mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme
penentuan Kkriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) LDII
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
a. Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku Il kewarisan pasal 171-

175 tentang kriteria ahli waris.

% Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.
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b. Pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LD Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tentang kriteria ahli waris.

. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di desa
Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengambil daerah
yang diteliti dikarenakan dapat dijangkau dan akses penelitian juga lebih
mudah karena dapat ditempuh dengan jarak yang dekat. Kalangan Pengurus
Cabang LDIlI Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo juga terdapat suatu
ketentuan yang mana apabila seorang anak keluar dari anggota LDII,
sedangkan kedua orang tuanya adalah anggota LDII, maka anak tersebut tidak
berhak mendapatkan waris dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal
dunia. Oleh karena itu, Penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui
permasalahan ini secara detail, sehingga dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat bahwa anak yang memiliki nasab terhadap kedua orang
tuanya, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan waris sesuai dengan
aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-undang yang
mengatur tentang kewarisan.
. Sumber data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber primer
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

5)

Bashori bertindak sebagai tokoh atau imam LDII di Desa Medaeng.
Rusdi Faizal bertindak sebagai Ketua LDII di Desa Medaeng.

Abdul Zuri bertindak sebagai Kepala Desa Medaeng.

Sofyan bertindak sebagai mantan jama’ah LDIl Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.

Abastomi bertindak sebagai tokoh masyarakat di Desa Medaeng.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data

primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai

hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku-buku

atau internet. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam

penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 11 Kewarisan pasal 171-175

Fikih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq

Hukum Islam di Indonesia, karangan Ahmad Rofiq

Hukum Waris Islam Edisi Lengkap dan Praktis, karangan Suhrawardi
K. Lubis

LDIl Pasang Surut Relasi Agama dan Negara, karangan Hilmi
Muhammadiyah

Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, karangan Hartono Ahmad Jaiz
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4. Teknik pengumpulan data
Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti
sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti
menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:
a. Wawancara
Dalam hal ini Penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak
yang terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada:

1. Abdul Zuri, selaku Kepala Desa: menanyakan berapa banyak jumlah
organisasi masyarakat yang ada di dalam desa tersebut.

2. Rusdi Faizal, selaku Ketua LDIIl: menanyakan tentang mekanisme
penentuan Kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

3. Bashori, selaku Imam LDII: menanyakan peran Imam di dalam
organisasi masyarakat LDII itu sendiri.

4. Baihagi, selaku mantan LDII: menanyakan tentang kasus penetapan ahli
waris yang ada di LDII.

5. Abastomi, selaku tokoh masyarakat: pandangan masyarakat tentang
organisasi masyarakat LDII.

Penulis akan menggunakan wawancara terstuktur agar pembahasan atau
jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus
pada pembahasan.

b. Dokumentasi
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Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan
sumber data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri dapat
diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian.

5. Teknik pengolahan data
Selajutnya setelah data diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan
pustaka, maka data tersebut dapat diolah. Adapun teknik pengolahan data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Editing
Teknik editing adalah teknik memeriksa kembali data yang telah
didapat dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan,
kejelasan, keselarasan, dan keterkaitan data satu dengan yang lain.?
Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara
mengenai mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan
Pengurus Cabang LDIlI Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
b. Organizing
Teknik organizing adalah teknik menyusun data yang telah diperoleh
secara sistematis.”’ Mengatur dan menyusun data dari LDII Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat gambaran yang sesuai dengan
mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus

Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

% Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 118.
% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.803.



20

c. Analizing
Teknik analizing adalah teknik mengumpulkan data kemudian
menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis
diatas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis hukum
Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut
pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
6. Teknik analisis data
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu
penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan
faktual. Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif, dalam hal
ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau
dalil tentang kewarisan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat
khusus dari hasil penelitian tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris
menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia

(LDI1) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.*®

Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka
Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab

satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi

%% Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.



21

beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika
pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, Bab ini membahas tentang penentuan
kriteria ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, yaitu pendapat ulama dan buku
Il Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171-175 yang didalamnya akan dibahas
mengenai pengertian ahli waris, dasar hukum adanya ahli waris, macam-macam
ahli waris, syarat dan rukun ahli waris, kemudian bab ini juga membahas tentang
penghalang ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan.

Bab ketiga, merupakan mendeskipsikan uraian tentang mekanisme
penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga
Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam
bab ini nantinya akan dibahas mengenai profil organisasi Pengurus Cabang LDII
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi struktur organisasi anggota
LDII, letak geografis anggota LDII, serta program kegiatan anggota LDII, yang
meliputi sosial dan keagamaan. Dalam bab ini juga membahas tentang mekanisme
penentuan Kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII yang
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme

penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga
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Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam
bab ini berisi tentang analisis Penulis terkait pendapat Pengurus Cabang LDII
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli
waris dan bagaimana analisis hukum Islam memandang Kkriteria ahli waris
tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat Penulis
ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang

Penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.



BAB I1

KRITERIA AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi, Dasar Hukum, Macam-macam Ahli Waris, Syarat dan Rukun Ahli

Waris, Penghalang Waris

1. Definisi ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan
oleh orang yang meninggal dunia.?® Ada beberapa definisi oleh beberapa pakar
diantaranya Muhammad Amin Summa dan Idris Ramulyo.** Muhammad Amin
Summa mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang memiliki hubungan
kepada si mayit yang menyebabkan timbulnya kewarisan. Sedangkan Idris
Ramulyo mendefinisikan ahli waris sebagai sekumpulan orang atau individu
atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan orang
yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan
yang ditinggal mati oleh seorang pewaris.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ahli waris
adalah seseorang atau sekumpulan orang yang ada hubungan kerabat atau
hubungan perkawinan, perbudakan dan seagama Islam dengan orang yang
meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalanginya untuk

mendapatkan harta warisan.®*

*® Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

*® Rofig, Ahmad, Figh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 44. Dikutip dari Amin
Summa dan Idris Ramulyo.

* Ibid., 48.
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2. Dasar hukum ahli waris
Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur ketentuan yang berkaitan
dengan siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan sesuai
dengan ketentuan yang terdapat pada Alquran dan hadis. Hanya hukum
warislah yang dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran karena waris
merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun
dalam Negara serta dibenarkan oleh Allah Swt.*?

Surah An-Nissa ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

A

O} et b8 WSO S Gy O58915 01 85 & Y1 s ; /5
Viagd g2b S e 08D
“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak da
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada
mereka bahagianya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.
(QS. An-Nissa: 33).%
Selain ayat Alquran di atas, ada beberapa dalil sunnah Nabi yang

menunjukkan hukum waris untuk umat Islam. Di antaranya adalah hadis-hadis

berikut ini:
¢c;¢;\5;%?5;w3&3,3‘ Gl oAy Wl o) b phid Wis
g% I3 5ed & it 1k \@J&’Ail.’c”\‘sl.aw H[E
rs;.:

*> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 55.

* Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru Algensido,
2009),116.

*Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih
AlBukhari (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), 378
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Dari Ibnu Abbas Radiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda
“bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa
yang tggsisa menjadi hak laki-laki yang paling utama”. (HR. Bukhori No.
6238).

<

g o8 o ol 28 Sl i e i 1e B s 50 0 R Wls
é?ﬁé’:"&)b S o8 dug ale i Jo dn Jg 5 O 42 D (i) 550
J6 Y15 Lo 565 asly 85 & Sas 56 s agl 85 s JLd i
o by 31 6 06 g ol B 28 B (Koo oyl Gralidl

}e;

At W (% (A . 44 p /g/ "‘ 2% c
syl U S35 a5 S5Lab oad U35 B335 Gl (e B3 (a2 g

E\

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan
kepada kami Al Laits dari ‘Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari
Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah
merninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau
bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?"
Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk
melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinya, jika tidak maka Beliau
berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika
Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri
Beliau bersabda: "Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman
dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang mneninggal dunia dari
kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib
membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk
pewarisnya” (H.R. Bukhari No. 2133)*’

W ,fijw\gwju»wg\ﬁjsw“d\s‘ﬁ\i::ou.\,

209 2

b gl il \,.a.-l-‘@.l.d sle *“Gl..am\ Jsiy J6 Juu..\::cu,\
RN

% Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin lbrahim lbnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih
AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits.

* Ibid., 470.

% Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin lbrahim lbnu Al Mughirah AlBukhari, Shahih
AlBukhari, Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits.

** Al Imam Abul Husain Muslim bin Al Hallaj Al Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut:
Dar Al Fikr, 1993), 400.
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“Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An
Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari
Ayahnya dari lbnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak
mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat

garis keturunannya”. (H.R. Muslim No. 3028)*

3. Macam-macam ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang
ditinggalkan oleh pewaris. Adapun kriteria sebagai ahli waris yang tercantum
didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf ¢ , yang berbunyi:
“Ahli waris 1alah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang
dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah, hubungan
nasab atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi
seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Meskipun demikian, tidak secara
otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan
pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 telah terpenuhi. Dalam hal ini
karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada
juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mati. Dalam hal ini, para ahli
waris harus mengingat urutannya masing-masing dan dalam urut-urutan

penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau

ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong

% Al Imam Abul Husain Muslim bin Al Hallaj Al Qusyairi An Naisaburi, Shahih Muslim, Lidwa
Pustaka i-software-kitab 9 imam hadits
% Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 51.
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sebagai ahli waris karena dari garis keturunan perempuan (Dhawil Ar/am).**
Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua
macam, yaitu:*?

1) Ahli waris nasab, yaitu: ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul
karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan
hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

2) Ahli waris sebab, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab
tertentu:

a. Perkawinan yang sah

b. Memerdekakan hamba sahaya

Macam-macam ahli waris dapat di golongkan menjadi beberapa
golongan yang ditinjau dari segi jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas
harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi
menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan
jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi

tiga golongan, yaitu, dhawil furiid, dhawil arham, as abah.*®

Ditinjau dari jenis kelamin ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu
ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dengan pembagian sebagai

berikut:

“! Ibid., 54
* Suparman Usman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 66.
* Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 50.
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Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:**

a. Anak laki-laki

b.

Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah
Bapak

Datuk, yaitu bapak dari bapak

Saudara laki-laki seibu sebapak

Saudara laki-laki sebapak

Saudara laki-laki seibu

Keponakan laki-laki seibu sebapak

Ke